
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penya.kit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3273); 

a. bahwa Pedoman Penatausahaan dan Perlanggungjawaban 
Keuangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di 
Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Tegal Nomor 21 Tahun 2020; 

b. bahwa guna menyesuaikan perkembangan teknis kebutuhan 
penanganan COVID-19 di Kabupaten Tegal, maka perlu 
merubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 
Tahun 2020 tentang Pedoman Penatausahaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan dalam rangka Percepatan 
Penanganan COVID-19 di Kabupaten Tegal; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal 
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penatausahaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan dalam rangka Percepatan 
Penanganan COVID-19 di Kabupaten Tegal; 

BUPATI TEGAL, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 21 TAHUN 2020 
TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
KEUANGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 

DIKABUPATENTEGAL 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR ?lo TAHUN 2020 

BUPATI TEGAL 
PROVINS! JAWA TENGAH 



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

Ten tang 2011 Tahun 12 Nomor 13. Undang-Undang 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pernerirrtah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 
Nomor 4723~ 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049 ); 

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063 ); 



14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina 
an Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6236 ) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Keriga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggola 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4712); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 
2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4503) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 



21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4864); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahu 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

26. Pera tu ran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah 
Kepada Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5272); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nornor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); 



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam 
rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Tegal (Berita Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 21), diubah sebagai berikut : 

Pasall 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI TEGAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN 
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI 
KABUPATEN TEGAL. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

32. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (COVJD-19) sebagai Bencana Nasional; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 201.5 tentang Peruhahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 92); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 28); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tegal sebagaimana telah dirubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 12); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 
lenlang Rencana Pernbangunan Jangka Menerigah Daerah 
Ka bu paten Tegal Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 3); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tegal Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tegal Tahun 2019 Nomor 8}; 



Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
huruf g, meliputi : 

Pasal 17 

3. Ketentuan Pasal 17 diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf baru yaitu 
huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 

Kegiatan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, 
meliputi : 
a. evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan 

atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong 
pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan; 

b. uang lelah/honor dalam rangka evakuasi korban; 
c. tindakan khusus penanganan jenazah COvW-19 yang belum diketahui 

hasil laborat swab PCR nya; 
d. penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan 

wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan 
pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyerrakat, pemuka agama 
dan pemuka masyarakat; 

e. segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan 
f. pengadaan alat dan bahan evakuaai, yang meliputi kantong rnayat, 

tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu boots, formalin, peralatan dan 
bahan evakuasi lainnya. 

Pasal 13 

2. Keterituan Paeal 13 angka 3 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai 
berikut: 

Kegiatan pertolongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
huruf b adalah tindakan pencegahan dan pengebalan terhadap masyarakat 
yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah, meliputi: 
a. uang lelah / honor dalam rangka pertolongan darurat; 
b. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, 

dan udara; 
c. pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang 

diperlukan untuk pertolongan pasien COVID-19; 
d. pengelolaan hahan-hahan yang mengandung penyehah penyakit meliputi 

kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, 
penelitian dan pemusnahan; 

e. pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan 
laboratorium; 

f. pengadaan/ sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, 
thermometer, tensimeter, kursi roda, dan lain sebagainya); dan 

g. pembelian/ sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain: 
Reagen RTPCR, Viral transfer media, Rapid Diagnostic test, Nasal swab, 
dan Ventilator. 

Pasal 12 

1. Ketentuan Pasal 12 diubah dan angka 8 dihapus, sehingga Pasal 12 
berbunyi sebagai berikut : 



WIDODO JOKO MULYONO 
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR ?, G 

SEKRETARIS DA 

Diundangkan di Slawi 
pada tanggal l<i .JU n~ 1).()).0 

H 1UPATEN TEGAL, 

~ UMIAZIZAH 

Ditetapkan di Slawi 
pada tanggal I\ Ju"''' :;tOJO 

UPATI TEGA{_ 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Te gal. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Pencairan Belanja Tidak Terduga dalam rangka percepatan penanganan 
Covid-19 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 
dilakukan berdasarkan pada : 
a. Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; 
b. RKB dari SKPD terkait. 

Pasal 23 

4. Ketentuan Pasal 23 huruf a diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai 
berikut: 

a. pengadaan disinfektan, alkohol, APD, dan lain sebagainya; 
b. pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat 

pengungsian; 
c. pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta 

gigi dan sejenisnya; 
d. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana 

transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. 
Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan 
obat obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian; 

e. penyelenggaraan dan pelayanan di rumah sakit darurat COVID-19; dan 
f. pelayanan COVID-19 sesuai indikasi medis di rumah sakit Kabupaten 

Tegal yang pembiayaan pelayanannya tidak ditanggung oleh APBN serta 
kriterianya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


